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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan
adalah sebagai berikut :

1. Hal yang menjadi dasar putusan pemidanaan terhadap anak pelaku
penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah dari berbagai aspek yaitu aspek
yuridis dan non yuridis. Pertimbangan penuntut umum yang bersifat yuridis adalah
dari Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
barang bukti serta keterangan anak pelaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap
terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab.
Hal lain yang menjadi dasar menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila pelaku
penyalahgunaan Narkotika Golongan | terbukti sebagai korban penyalahgunaan
Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi
harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban
dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya assessment dari rumah sakit

dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang
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memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya
pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

2. Hal yang menjadi kendala dalam pemidanaan pada perkara tindak pidana
narkotika jenis ganja, khususnya pada anak adalah, kondisi anak pelaku tindak
pidana penyalahgunaan narkotika selama pemeriksaan ridak kooperatif dan bertele-

tele dan sudah pernah melakukan tindak kriminal yang sama (residivis).

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, masih diperoleh banyak kekurangan baik
secara data maupun pembahasan. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya untuk
perkara penyalahgunaan Narkotika oleh anak lebih mempertimbangkan tindakan
rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan
Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam
kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik
namun hendaknya hakim tidak mengutamkan penjatuhan oudanan saja, tetapi juga
mempertimbangkan perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi

dengan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.
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